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ARTIKEL UTAMA

PENGELOLAAN INVESTAS! PEMERINTAH (PIP) ANTARA
CAGASAN KREATIF DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA

v

Since the Act No. 17 Year 2003 on State
Finance, Law no. 1 Year 2004 on Slate
Treasury and Law No. 15 Year 2004 on
Control of State Finance are issued, the
government has the authority to carry
out the investment. As a follow up to
the authority granted by the law, the
Government Investment Center (GIC)
was formed as a provider of investment
management of the central government.
The spirit of the founding GIC indeed
shows a creative idea. The government is
empowered to act as investors in order to
gain economic benefits that can increase
income countries. Moreover, as investor,
the GIC is in fact not subject to tax income
derived GIC is non-tax revenue. GIC as
Public Service Agency runs its authority
over the delegation from the Ministrv
of Finance as State Treasurer. However,
the provision of this delegation does not
meet all the requirements. Additionally,
as a non- profit criented eniity; it Is
not in accordance with the spirit itself
GIC profit-oriented. Investing by GIC
certainly has risks, and for the riskz the
law package covering GIC law does not
recognize the existence of the business
judgment rule that can liberate GIC
chief responsibility over the risk of loss
considering that the source of the GIC
funds comes from the state budget. The
divestment of shares in PT Newmont
Nusa Tenggara reminds us that to run
an investment, the pianning of each
investment allocation must be approved
. by Parliament.

Keywords : Government Investment
Center, management, investment, Public
Service Agency, state income

Sejak digulitkannya UU No 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta
UU No 15 Tahurt 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, pemerintah memiliki kewenangan
melaksanakan investasi. Sebagai tindak larjut
dari kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang tersebut, dibentuklah Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) sebagai operator pengelolaan
investasi pemerintah pusat. Semangat pendirian
PIP memang menunjukkan ide kreatif
Pemerirtah diberdayakan untuk bertindak
selaku investor guna mendapat manfaat
ekonomi yang dapat menambah pemasukan
negara. Terlebih, selaku invester, PIP bukan
lah subjek pajak sehingge penghasilan yang
diperoleh PIF merupakan pererimaan negara
bukan pajak. PIP selaku BLU menjalankan
kewenangarinya atas delegasi dari Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum MNegara.
Namun, pemberian delegasi ini tidaklah
memenuhi semua persyaratan delegasi. Selam
itu, sebagai badan yang non profit oriented,
ternyata tidaklah sesuai dengan semangat PP
itu sendiri yang berorientasi pada keuntungan.
Investasi yang dijalarkan PIP tentunya memiliki
risiko, dan atas risiko ini paket undang-undang
yang menjadi payung hukum PIP tidak
mengenral adanya business judgement rule yang
dapat membebaskan tanggung jawab kepala
PIP atas risiko kerugian mengingat sumber dana
PIP berasal dari APBN. Kasus divestasi saham
PT Newmont Nusa Tenggara menunjukkan
pembelajaran pula bahwa dalam menjalankan
investasinya, ~perencanaan setiap alokasi
investasi harus disetujui oleh DPR.

Kata kundi : PIP, pengelolaan, investasi, BLU,
pemastikan negara
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Kguan},an Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Ne;)am serta Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, pemerintah memiliki
kewenangan untuk melaksanakan investasi.
Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang
No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 41 yang menya’rakan bahwa

pemeuntah dapat melakukan investasi
jangka panjang untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainniya.”

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) huruf h
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang menempatkan uang
negara dan mengelola/menatausahakan
investasi. Dalam rangka menindaklanjuti
ketentuan undang-undang tersebut,
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No 8
Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah
yang kemudian diganti dengan PP No 1 Tahun
2008 Tentang Investasi Pemerintah yvang
diubah dengan Peraturan Pemerintah No 49
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Ne 1 Tahun 2008 Tentang Investasi
Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan
investasi pemerintah adalah penempatan
sejumlah dana dan/atau barang dalain
jangka panjang untuk investasi pembedan
surat berharga dan investasi langsung untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/
atau manfaat lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No 1005/KMK.05/2006 tanggal 20 Desember
2006 tentang Penetapan Badan Investasi
Pemerintah pada Departemen Keuangan
(yang diubah terakhir kali dengan KMK No
91/KMK.05/2009 tanggal 27 Maret 2009)
dibentuklah Pusat Investasi Pemerintah
(PIP). Peraturan Menteri Keuangan No 52/
PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Investasi Pemerintah menyatakan
bahwa PIP mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan operasional dalam pengelolaan
investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, dan berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang berlaku serta
PIP menyelenggarakan fungsi pengelolaan
Rekenmg Induk Dana [nvestasi; penyusunan
rencana strategi bisnis; penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran tahunan; penilaian
kelayakan, manajemen risiko, divestasi,
pengembangan instrumen, pengendalian,
pembiayaan, dan masalah hukum dan
perjanjian investasi Pemerintah Pusat;
penyusunan dan pelaksanaan anggaran,
akuntansi, dan pelaporan; pemeriksaan
intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi
Pemerintah; serta pelaksanaan urusan umum.
PIP juga berperan sebagai katalis bagi
pertumbuhan ekonomi terutama dalam
percepatan pembangunan infrastruktur dan
investasi pada sektor-sektor strategis.

PiP MERUPAKAN GAGASAN KREATIF

Bertitik tolak pada tujuan pemerintah yakni
mcwujudkan peran pemerintah dalam rangka
memajtkan kesejanteraan umum sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dibukanya peluang bagi pemerintah untuk
turut serta melakukan kegiatan investasi
merupakan sebuah gagasan kreatif meng mgat
pemerintah dapat turut serta berperan sebagai
investor terutama di negeri sendiri. Terlebih
lagi pemerintah melalui PiP menjadikan
investasi pada pembangunan infrastriktur

“sebagai salah satu fokus investasi dari PIP

(Indonesia Investment Agency), sebagaimana
diketahui bahwa pembangunan infrastruktur
merupakan roda penggerax pertumbuhan
ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif
pembangunan nasic.aal dan daerah.
Infrastruktur juga berpengaruh penting dalam
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
manusia, antara lain dalam penmgkatan
nilai konsumsi, peningkatan produktivitas
tenaga kerja dan akses kepada lapangan
kerja, serta peningkatan kemakmuran dan
terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu
keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar,
dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga
kerja.!

1 http://www.setjen.kemenkeu.go.id/detail. php?module=layana
n&act=investasi&div=dasar diakses pada tanggal 22 Januari
2014 pukul 13.00 WIB
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" PiP BUKAN SUBJEK PAJAK
Pemerintah dengan kewenangan
melaksanakan investasi memiliki arti
pahwa pemerintah dapat bertindak selaku
investor yang menjalankan kegiatan usaha
investasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal. Adapun hasil investasi
yang pengelolaannya dijalankan oleh PIP
sepenuhnya akan menjadi penerimaan
negara. Berkenaan dengan penghasilan
yang diperoleh meialui jalur investasi,
investor secara umum merupakan subjek
pajak di mana salah satu konsekuensinya
adalah penghasilan yang diterima inwvestor
merupakan objek pajak penghasilan (PPh).
Meskipun Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
telah menentukan adanya asas perlakuan
yang sama dan tidak membedakan (non-
diskriminasi) bagi setiap investor di Indonesia,
terhadap PIP diterapkan perkecualian terkait
dengan pajak. Sebagaimana Pasai 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan menyebutkan bahwa yang
menjadi subjek pajak adalah orang pribadi
dan warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan vang berhak; badan;
dan bentuk usaha tetap. Kemudian, Pasat
2 ayat (3) huruf b Ul tersebut menyatakan

pengecualian badan selaku subjek. pajak, -

yakni unit tertentu dari badan pemerintah
yang memenuhi kriteria: (1) pembentukannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; (2) pembiayaannya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; (3) penerimaannya dimasukkan
dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan (4) pembukuannya
diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara.

Jika ditinjau mengenai status PID,

'maka pembentukan PIP didasarkan atas

peraturan perundang-undangan, di mana PIP
pembiayaannya bersumber dari APBN dan
penerimaan PIP dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat, serta pembukuan PIP
diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
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negara. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa PIP bukanlah subjek pajak. Badan
yang didanai dari APBN/APBD tidak
memiliki kewajiban PPh terhadap diri sendiri.
Dengan kata lain, badan tersebut tidak periu
melaporkan PPh 25 (SPT Masa) maupun PPh
29 (SPT Tahunan) karena bukan subjek pajak.
Ketentuan mengenai hal ini pun ditegaskan
dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah
No 23 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa
pendapatan BLU (dalam halini PIP berbentuk
BLU) dilaporkan sebagai penerimaan negara
bukan pajak kementerian/lembaga atau
pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.

~ “APAKAH PIP MERUPAKAN SUBJEK
HUKUM?

Subjek hukum merupakan penyandang
hak dan kewajiban, sehingga terhadap subjek
hukumlah suatu hak dapat dilekatkan dan
suatu kewajiban dapat dibebankan seperti salah
satunya adalah hak untuk melakulan perbuatan
hukum dan kewajiban bertanggungjawab atas
perbuatan hukum yang telah dilakukannya
maupun kewajiban bertanggungjawab atas
perbuatan-perbuatan meiawan hukum. Subjek
hukum dapat berupa orang perorangan
(manusia/naturelijk persoon) atau dapat pula
berupa badan hukum (rechit persoon). Pada
dasarnya, setiap orang-perorangan merupakan
subjek hukum. Di sisi lain, badan hukum
merupakan suatu organ yang secara artificial
anggap sebagai orang (recht persoon). Jelas,
dalam hal ini PIP bukanlah orang perorangan
(manusia/naturelijk persoon) melainkan suatu
badan. Pertanyaan yang muncul kemnudian,
apakah PIP merupakan badan hukum publik
mengingat pembentukannya berdasar
peraturan perundang-undangan ataukah
PIP merupakan badan hukum privat? Untuk
menjawab hal ini terdapat tiga kriteria yang
dapat dipergunakan, yakni:3
a. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya

PIP dalam hal ini didirikan dengan kons-

truksi hukum publik yang didirikan oleh

penguasa (negara) dengan peraturan
perundang-undangan.

2 http://www.academia.edu/49291 77/BLU_Badan_Layanan_
Umum_# diakses pada tanggal 22 § anuari 2014 pukul 15.30
WIB

3 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 2011: 62
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Dalam melaksanakan tugasnya, meski-
pun PIP berada di lingkungan kementerian
keuangan, PIP ditujukan untuk menjalankan
operasional investasi. Hal ini berarti bahwa
PIP harus berhubungan dengan pihak lain
secara keperdataan baik untuk melakukan
pembelian surat berharga maupun untuk
melakukan investasi langsung. Kondisi ini
pula sejalan dengan semangat PIP sebagai
wujud mewirausahakan pemerintah
(government enterprenenrsiip).

c. Mengenai wewenangnya

Meskipun PIP memiliki kewenangan
melaksanakan pengelolaan investasi
dengan menggunakan dana yang bersumber
dari APBN yang merupakan ketangan
negara, dana tersebut dialokasikan untuk
kepentingan investasi secara keperdataan
bukan dalam kapasitas PIP sebagai otoritas
penguasa yang dengan daria fersebut kemudian
meinbuat keputusan, ketetapan, atau
peraturan yang mengikat umum. Perjanjian
investasi yang telah PIP sepakati dengan
pihak iain hanya mengikat bagi para pihak
yang mengadakan perjanjian tersebut.

Berdasarkan kriteria diatas, dapat disimpulkan
bahwa PIP bukanlah badan hukum publik.
Lantas, jika PIP bukan badan hukum
publik, apakah PIP merupakan badan hukum
privat? Untuk menjawab hal inj, terdapat 4
kriteria badan hukum #{privat), yakni:

a. meiniliki harta kekayaan yang terpisah
Jika ditinjau dari sisi pendanaan, dana
investasi pemerintah yang diselenggarakan
oleh PP seoagaimana dijabarkan dalam PP
No 1 Tahun 2008 bersumber dari APBN,
keuntungan investasi terdahulu, dana/
barang amanat pihak lain yang dikelola oleh
Badan Investasi Pemerintah, dan sumber-
sumber lainnya yang sah. Hal ini senada
dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) PMK
No 52 /PMK.01/2007 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
menyebutkan bahwa PIP merupakan instansi
pemerintah yang berperan sebagai operator

4 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Per-
seroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung:
PT Alumni, 2012: 45.

investasi pemerintah yang menerapkan pola
pengeluaran keuangan BLU. Pasal 68 ayat (2)
UU No 1 Tahun 2004 menyatakan kekayaan
BLU merupakan kekayaan negara/ daerah
yang tidak dipisahkan, kemudian pada
Pasal 69 ayat (2) & (3) UU No 1 Tahun 2004
dinyatakan bahwa RKAKL BLU merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari RKAKL Menteri Keuangan.
Seluruh dana PIP adalah dana pemerintah
dari APBN. Keuntungan PIP adalah keuntunigan
Pemerintah.

b. mempunyai tujuan tertentu

Tujuan PIP tercantum secara tegas di dalam
visi PIP, yakni menjadi lembaga investasi
pemerintah kelas dunia yang mengedepankan
kepentingan nasional. Visi PIP ini didukung
dengan misi PIP yaitu menstimulasi pertumbuhan
ekonomi nasional melalui investasi berbagai
sektor strategis yang memberikan imbal hasil
optimal dengan risiko yang terukur.?

¢. mempunyai kepentingan sendiri
Sebagai satiian kerja di kementerian keuangan,
jelas PIP memiliki kepentingan sendiri.

d. adanya organisasi yang teratur.
Organisasi PIP secara jelas dijabarkan
dalam Peraturan Meateri Keuangan No 52/

PMK.01/2007 Tentang Organisasi Dan Taia
Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

Berdasarkan kriteria di atas, dapat
disimpulkan prila bahwa PIP bukanlah badan
hukum privat mengingat PIP tidak memiliki
kekayaan yang terpisah. Jadi, FiP bukanlah
orang-perorangan, bukan pula badan hukum
publik maupun’privat; dengan kata lain, PIP
bukanlah subjek hukum yang berdiri sendiri.

Status PIP ditegaskan pula oleh Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 91 /KMK.05/2009.
PIP pada Kementrian Keuangan ditetapkan
sebagai instansi pemerintah yang menerapkan
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) secara penuh. Selanjutnya jika dilihat
dari Pasai 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, BLU merupakan bagian perangkat

5 Company Profile Pusat Investasi Pemerintah (PIP) / Indonesia
Investment Agency (11A). Kementerian Keuangan Republik
Indonesia: 4
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pencapaian tujuan kementerian negara
lembaga /pemerintah daerah dan karenanya
status hukum BLU tidak terpisah dari
Kementerian Negara Lembaga/pemerintah
daerah sebagai instansi induk. Berdasarkan
PP tersebut, jelas bahwa status hukum BLU
bukanlah organisasi yang berdiri sendiri
terpisah dari kementerian negara sebagai
induk instansinya, sehingga dalam hal ini
sudah semestinya Pusat Investasi Pemerintah
yang berbentuk BLU dipandang bukan
“sebagai institusi yang memiliki status hukur
sendiri terpisah darl kementerian keuangan
sebagal induk investasinya.

Meskipun pada bagian sebeiumnya
perdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 disebutkan
bahwa BLU yang memiliki status hukum tak
terpisahkan dari kementerian di atasnya,
pada bagian Penjelasan Umum PP tersebut
disebutkan bahwa BLU berperan sebagai agen
dari menteri/pimpinan lembaga induknya,
di mana kedua belah pihak menandatangani
kontrak kinerja (a contractual perfornance
agreement) di mana menteri/pimpinan
lembaga induk bertanggung jawab atas
kebijakan layanan yang hendak dihasilkan.
BLU bertanggungjawab menyajikan layanan
yang diminta. Jika ditinjau dari sisi hukum
kontrak di mana kontrak hanya dapat
dilakukan oleh dua pihak, maka kontrak
kinerja antara BLU dan menteri/pimpinan
lembaga tersebut tidak sesuai mengingat
keduanya berstatus hukum tak terpisahkan,
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1315
KUHPerdata bahwa pada umumnya tak
secrang pun dapat mengikatkan diri atas
nama sendiri atau meminta ditetapkannya
suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

DAPATKAH PIP MELAKUKAN
~ PERBUATAN HUKUM?

Mengingat bahwa subjek hukumlah yang
dapat melakukan perbuatan hukum, menarik
untuk dikaji apakah PIP dapat melakukan

‘perbuatan hukum. Tentunya perbuatan
hukum di sini bukanlah perbuatan hukum
untuk diri PIP sendiri, mengingat PIP yang
berbentuk BLU merupakan non subjek
hukum. BLU yang merupakan instansi di
lingkungan pemerintah, tidak mungkin
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berstatus badan hukum karena pemerintah
sendiri bukan merupakan badan hukum
atau subjek hukum, apalagi badan lain yang
merupakan bagian dari instansi pemerintah.®
Pemerintah pada dasarnya adalah alat
negara untuk menjalankan pemerintahan.
Jadi, perbuatan hukum yang dilakukan PIP
tentunya mengarah ke perbuatan hukum
untuk dan atas nama negara.

Negara sebagai pendukung hak dan
kewajiban hukum adalah badan hukum
dan miutatis mutandis sebagai subjek hukum.
Pemerintah bukan subjek hukum, ia hanya
sekedar alat dari subjek hukum badan
hukum negara yang dalam melaksanakan
pemerintahannya ia bertindak untuk dan
atas nama negara.” Negara dalam hal ini
merupakan badan hukum sui generis karena
selain dapat melakukan tindakan hukum
publik yang bersifat mengikat umum, negara
dapat melakukan tindakan hukum perdata
yang sepenuhnya tunduk pada norma-norma
hukum perdata dan dalam kedudukan
kukum perdata negara kehilangan imunitas
publiknya sehingga dalam hal berperkara ia
dapat digugat dan menggugat di hadapan
pengadilar.

Arifin P. Soeria Atmadja® menyatakan
bahwa kementerian atau lembaga yang
melakukan perbuatan hukum dengan pihak
ketiga dapat dikatakan sah karena pemerintah
bertindak untuk dan atas nama badan
hukum negara atau badan hukum daerah.
Hal ini merupakan masalah delegasi yang
sebenarnya telah tercantum daiam Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun
2005 yang berbunyi :

“BLU beropérasi sebagai unit kerja kementerian
negara/lemhaga/pemerintah daerah untuk
tujuan pemberian layanan umum yang
pengelolaannya berdasarkan kewenangat
yang didelegasikan oleh instansi induk yang
bersangkutan.”

Dalam hal ini, datangnya kewenangan PIP
dalam melakukan perbuatan hukum dalam

6 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif
Hudum-Teori, Praktik, dan Kritik, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2013: 348

7 Ihid: xiv
8 Ihid: xiv-XV
9 Ibid: 349.
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rangka pengelolaan investasi pemerirtah
pertama kali bersumber dari kewenangan
pemerintah dalam pelaksanaan investas
sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 41
ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
bahwa “pemerintah dapat melakukan investasi
jangka panjang untuk memperolelt manfaat
ckonoini, sosial, dan / atau manfaat lainnya.
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan
investasi langsung.” Kemudian Pasal 7 ayat (2)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa “Menteri Keuangan selaku Bendalira
Umum Negara berwenang menentpatkan
uang negara dan mengelola/menatausahakan
investasi.” Adapun penjelasan Pasal 7 ayat (2)
huruf h Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa “Dalam rangka pengelolaan kas,
investasi yang dimaks:ud adalah pembelian Surat
Utang Negara.” Tampak bahwa berdasarkan
ketentuan Undang-Undang tersebut,
kewenarngan investasi pada pemerintah
lebih luas cakupannya jika dibandingkan
dengan kewenangan investasi pada Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Selanjutnya dibentuklah PP No 1 Tahun
2008 Tentang Investasi Pemerintah di mana
Menteri Keuangan diberikan kewenangan
mempentuk satvan kerja Badan Investasi
Pemerintah bernama PIP sebagai operator
investasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat
ditarik suatu benang merah bahwa UU
Perbendaharaan Negara memberikan
kewenangan kepada Pemerintah untuk
melakukan kegiatan investasi. Kemudian
UU tersebut menyebutkan bahwa
kewenangan melakukan kegiatan investasi
pembelian SUN diberikan kepada Menteri
Keuangan. Selain itu, berdasarkan peraturan
pemerintah, kewenangan pemerintah dalam
melakukan investasi dalam bentuk saham,
surat utang, dan investasilangsung diberikan
kepada Menteri Keuangan. Olel Menteri
Keuangan, kewenangan melaksanakan
pengelolaan investasi didelegasikan kepada
PJP yang berbentuk BLU.

Pelimpahan wewenang pemeriniahan
melalui delegasi harus memenuhi syarat-

syarat scbagai berikut:10

1. Delegaoi fut o definitif dan pemberi delegasi
(delegans) tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang vang telah dilimpahkan
itu;

Delegasi harus berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, artinya

delegasi hariya dimungkinkan kalau ada
ketentuan untuk itu dalam peraturan
perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya
dalam hubungar: hierarki kepegawaian tidak
diperkenankan adanya delegast;

4. Kewajiban memberikan keterangan
(penjelasan), artinya delegans berwenang
untuk meminta perjelasan tentang pelaksanaan
wewenang tersebut.

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya
delegans memberikan instruksi (petunjuk)
tentang penggunaan wewenarig tersebut.

I

Berdasarkan syarat-syarat delegasi di
atas, terdapat beberapa poin di mana syarat
delegasi terpenuhi, seperti syarat nomor
2 yakni kewenangan yang diperoleh PIP
berdasarkan peraturan perundang-undangan,
syarat nomor 4 sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 20 angka (1) PP No 1 Tahun 2008
“Kepala/Direktur Badan Investasi Pemerintah
bertangqunyg jawab atas pengelolaan dena dan
barang yang berada dolam kewenangannya kepada
Menteri Keuangan”, kemudian syarat nomor 5
di mana terdapat Peraturan Menteri Keuangan
Nornor 52 /PMK.01 /2007 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/
PMK.01/2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimum Pusat Investasi Pem~rintah,
Peraturan Menieri Keuangan Nomor 179/
PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan; dan Pengelolaan Dana dalam
Rekening Induk Dana Investasi, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Investasi Pemerintah, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang

10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2013: 104-105 sebagaimana dikutip
dari Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada
Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1998: 9-10.
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Pelaksanaan Investasi Pemerintah, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2008
tentang Pelaporan atas Pelaksanaan
Kegiatan investasi, dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap
Investasi Pemerintah. Namun, syarat delegasi
nomor 1 dan nomor 3 tidak terpenuhi. Syarat
nomor 1 berarti bahwa Menteri Keuangan
atas pemberian delegasi menjadi tidak dapat
lagi menggunakan sendiri wewenang vang
telah dilimpahkan. Sebagaimana diketahui
bahwa pemberian delegasi oleh Menteri
Keuangan kepada PIP adalah berdasarkan
peraturan pemerintah sementara kewenangan
yang diperoleh Menteri Keuangan dalam
melaksanakan investasi diberikan secara
atributif oleh Undang-Undang. Dalam hal
ini semestinya peraturan yang lebih tinggi
mengalahkan peraturan yang lebih rendah.
Kemudian syarat delegasi nomor 3 yang
berarti Menteri Keuangan memberikan
delegasi tidak kepada bawahan. Hal ini
juga merupakan kejanggalan mengingat PIP
berada di bawah Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa BLU dapat melaksanakan
perbuatan hukum atas dasar delegasi. Namun
untuk BLU PIP, syarat pemberian delegasi
tidak sepenuhnya terpenuhi dan sacara
teori semestinya PIP tidak dapat melakukan
perbuatain hukum. Pemerintah perlu segera
mnemberikan badan yang secara yuridis sesuai
bagi PIP.

" TEPATKAH PIP BERBENTUK BLU?

Dilihat dari semangat kedua sisi peraturan
perundang-undangan, yakni antara Undang-
Undang No 1 Tahun 2004 jo. Peraturan
Pemerintah No 23 Tahun 2005 dengan
. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2008, tampak adanya ketidaksesuaian
antara semangat BLU sebagai badan non
profit oriented dengan PIP selaku operator
investasi yang mengedepankan tujuan
perolehan keuntungan ekonomi (profit
oriented). Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU
No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negera, Badan Layanan Umum adalah
instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan
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kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Definisi BLU yang diberikan oleh Undang-
undang ini diterapkan pula sebagai definisi
yang sama mengenai BLU pada Peraturan
Pemerintah No 23 Tahun 2005. Tampak pada
definisi tersebut BLU dalam memberikan
layanan tidak mengutamakan pencarian
keuntungan. Hal ini ditegaskan kembali pada
Pasal 3 ayat (5) PP No 23 Tahun 2005 vang
menyatakan bahwa BLU menyelenggarakan
kegiatan tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan. Jelasiah bahwa semangat awal
yang diberikan oleh Undang-Undang No 1
Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah No 23
Tahun 2095 bahwa BLU merupakan badan
yang memberikan layanan secara non profit
oriented.

Namun, di sisi lain, berdasarkan Pasal 1
angka 1 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun
2008 disebutkan bahwa [nvestasi Pemerintah
adaiah penempatan sejumlah dana dan/
atau barang dalam jangka panjang untuk
investasi pembelian surat berharga dan
Investasi Langsung untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya. Tujuan dari investasi pemerintah
ini pun ditegaskan kembali pada Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 1 Tahun 2008 Tentang Investasi
Pemerintah, di mana Investasi Pemerintah
dimaksudkan untuk memperoieh manfaat -
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Peraturan Pemerintah tersebut menempatkan
tujuan perclehan manfaat ekonomi sebagai
manfaat pertama atas adanya investasi
pewnerintah. Fasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tersebut pun menyatakan
bahwa investasi surat berharga dimaksudkan
untuk mendapatkan manfaat ekonomi
sementara investasi langsung dimaksudkar
untuk mendapatkan manfaat ekonomii,
social, dan/atau manfaat lainnya. Penjelasan
Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa yang
dimaksud manfaat ekonomi atas investasi
surat berharga yakni keuntungan berupa
deviden, bunga, capital gain, dan pertumbuhan
nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi
Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka
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waktu tertentu. Sementara itu, yang dimaksud
dengan “mantfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya” atas investasi langsung

adalah:

1. keuntungan berupa deviden, bunga,
dan pertumbuhan nilai perusahaan yang
mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu;

2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan
bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu; }

3. peningkatan pemasukan pajak bagl negara
sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi bersangkutan; dan/atau

4. peningkatan penyerapan tenaga kerja
sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi bersangkutan.

Jika dilihat dari syarat substantif BLU,
tampak bahwa kegiatan investasi pemerintah
bukanlah termasitk ke dalam kegiatan laysnan
umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomeor 23 Tahun 2005.
Adapun instansi pemerintah yang diijinkan
mengelola keuangan dengan PPK-BLU adalah
instansi pemerintah yang menyelenggarakan
layanan wnum yang berhubungan dengan
penyediaan barang dan atau jasa layanan
umum, pengelolaan wilayah kawasan tertertu
untuk tujuan nieningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum, dan/atau
pengelolaan dana khusus dalam rangka
meningkatkan ekonomi dan/atau layanan
kepada masyarakat. Penjelasan Pasal 4 ini
menyatakan bahwa bidang layanan umum
yang diselenggarakan oleh instansi dengan
PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang
bersifat operasional dalam menyelenggarakan

pelayanan umum yang menghasilkan semi

barang/jasa publik (quasi public goods).
Contoh instansi yang menyelenggarakan
penyediaan barang dan/jasa layanan
umum adalah pelayanan bidang kesehatan
seperti rumah sakit pusat atau daerah,
penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan
jasa penelitian dan pengujian. Contoh instansi
yang melaksanakan kegiatan pengelolaan
wilayah atau kawasan secara otonom adalah
otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu (Kapet). Contoh instansi yang

melaksanakan pengelolaan dana adalah
pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan
menengah, pengelola penerusan pinjaman,
dan pengelcla tabungan perumahan.

Jika dilihat dari pengelolaan kas PIP
yang menerapkan PPK-BLU, penerapan ini
menghambat pembentukan Treasury Single
Account. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU, BLU menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan pengelolaan kas di mana
penerimaan anggaran yang bersumber
dari APBN/APBD diberlakukan sebagai
pendapatan BLU dan pendapatan lainnva
vang bersumber dari selain APBN/APBD
(pendapatan operasional, hibah, maupun
hasil kerja sama dengan pihak lain) dilaporkan
sebagai PNBP kementerian/lembaga atau
PNBP daerah.? Pendapatan-pendapatan
ini (kecuali hibah terikat) dapat “dikelola
langsung” untuk membiayai belanja BLU
sesuai RBA. Aturan ini menjadi tidak sesuai
dengan pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13
ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang menyatakan
bahwa semua penerimaan dan pengeluaran
Negara/Daerah dilakiukan melalui Rekening
Kas Umum Negara/Daerah.!® Walaupun
hal ini dapat diperdebatkan karena
dalam menyelenggarakan kegiatannya
BLU juge membuat perencanaan kerja
dan penganggaran yang tertuang dalam
Rencana Bisnis dan Anggaran (KBA) BLU,
pada kenyataannya antara perencanaan
anggaran dengan realisasinya sangat besar
kemungkinan timbul selisih atau varians !4
Varians timbul karena BLU dapatmenghimpun
dana selain dari APBN/APBD dan dapat
“dikelola langsung” untuk membiayai belanja
BLU.}5 Memang benar belanja BLU yang
dimaksud harus sesuai dengan RBA BLU,
tetapi kondisi semacam ini dikhawatirkan
akan menimbulkan permasalahan terutama
apabila varian ini digunakan baik oleh BLU
maupun kementerian Negara/lembaga/
SKPD/pemerintah daerah guna menghimpun
dana non budgeter (dana taktis) yang secara

11 http://www.academia.edu . op.cit.
12 Ikid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
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tegas oleh Suryohadi Djulianto, penasihat
KPK, dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukumn.1¢

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa PIP sebagai operator
investasi pemerintah pusat tidakiah tepatjika
terhadapnya diterapkan bentuk BLU.

'APAKAH BLU MERUPAKAN “REINKARNAS!”

Berangkat dari sumber dana BLU yang
berasal dari kekayaan Negara yang tidak
dipisahkan, di Indonesia setidaknya pernah
terdapat lembaga yang dibentuk dengan
sumber dana yang sama, yakni Perusahaan
Jawatan (Perjan), yang berdasar Undang-
Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara

perusahaan ini sudah tidak eksis lagi.

Tabel.1

Perbandingan BLU dan Perjan

No Perihal

BLU

Perjan

i Sumber dana

Kekayaan Negara

yang tidak dipisahkan

Kekayaan Negarayang
tidak dipisahkan

[}

Pemberntukan

uvU

Perbendazharaan

Berdasar

Negara

uu
Perbendaharaan
Hindia Belanda (S 1927
Nr4io)

Berdasar

3 | Pengelolaan

keuangan

Pola Pengeloiaan
Keuangan BLU {PPK-
BLU) tidak imenerapkan
asas “universalitas”
sehingga pererimaan
BLU dapat digunakan
langsung untuk
pengeluaran belanja

operasional BLU'®

tidak menerapkan
asas “universaltitas”
sehingga penerimaan
Perjan dapatl
digunakan langsung
untuk pengeluaran
belanja operasional

Perjan™”

4 | Tujuan

Memberikan
pelayanan kepada
masyarakat secara non

profit oriented

Memberikan
pelayanan kepada
masyarakat secara nur

profit oriented

5 | Status hukum

Non subjek hukum
karena BLU tidak terpisah

dari instansi induk

Jelas merupakan subjek
hukum karena didirikan

sebagai badan hukum

6 | Pegawai

PNS dan non PNS

PNS

16 Ibid

17 Atmadja. op.cit.: 346

18 1bid :349
19 1bid 347
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KEWENANGAN INVESTASI PIP, BELAJAR
~ DARIKASUS DIVESTASI NNT

Kasus divestasi NNT berawal dari
ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli 7%
saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara
(PT NNT) Tahun 2010 oleh Menteri Keuangan
melalui TIP. Penandatanganan ini juga
merupakan pelaksanaan kontrak karya yang
ditandatangani Pemerintah dan NNT tanggal
2 Desember 1986. Pemerintah melalui PIP
bermaksud melakukan pembelian 7% saham
PT Newmont Nusa Tenggara dalam bentuk
investasi jangka panjang non-permanen
dengan menggunakan anggaran Negara yang
bersumber dari mata anggaran PIP. Namun,
berdasarkan rapat kerja antara Menteri
Keuangan dengan Komisi XI DPR pada tahun
2011, DPR melalui surat Nomor PW.01/9333/
DPR RI/X /2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan
Nomor AG/9134/DPR RI/X/2011 tanggal
28 Oktober 2011 kepada Menteri Keuangan
dan Menteri ESDM berpendapat bahwa
Menteri Keuangan hanya dapat melakukan
pembelian saham divestasi PT NNT setelah
mendapatkan persetujuan DPR terlebih dulu.
Atas dasar inilah pemerintah mengajukan
permokonan kepada Mahkamah Konstitusi
atas sengketa kewenangan lembaga Negara
di mana menurut pemerintah keharusan
adanya persetujuan DPR akan mengakibatkan
terdilusinya fungsi pengawasan DPR dan
menciderai prinsip pemisahan kekuasaan
dalam UUD1945. Selain itu menurut pemerintah,
surat DPR dan LHP BPK merupakan bukti
kewenangan konstitusional presiden telah
diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/
atau dirugikan oleh DPR dan BPK.

Untuk mengkaji perlu tidaknya persetujuan
DPR, sejatinya dapat ditinjau secara sederhana
dari sumber dana investasi. Dalam hal ini
setiap peruntukan anggaran yang bersumber
dari APBN terlebih dahulu perlu mendapat
persetujuan DPR. Berkaitan dengan hai
tersebut, Pasal 69 ayat (2) UU 1 Tahun 2004
menyatakan bahwa “Rencana kerja dan
anggaran serta laporan keuangan dan kinetja
Badan Layanan Umum disusun dan disajikan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan
kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah
daerah”. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (3)
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dinyatakan bahwa “Pendapatan dan beiers
Badan Layanan Umum dalam rencana Serpi dan
anggaran tahunain sebagaimana dimaisud paua
ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidnsikan dalam
rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/
Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkittan”
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa Rencana Kerja dan Anggaran serta
Laporan Keuangan BLU merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Rencana Kerja dan Anggaran serta
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
Mengingat sumber dana BLU PIP salah
satunya berasal dari APBN, Menteri Keuangan
selaku pengguna anggaran menyusun
rencana kerja dan anggaran sebagaimana
diatur dalam Vasal 14 ayat (1) UU Nomor 17
Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Dalam
rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/
pimpinan lembaga selaki pengguna anggaran/
pengguna barang menyusun rencana kerja dan
anggaran kementerian Negara/lembage tahiin
berikutnya.” Selanjutnya rancangan APBN
tersebut diajukan kepada DUR scbagaimana
disebutkan dalam Pasal 15 ayat (5) UU
17/2003 bahwa “APBN yang disetujui oleh
DPR, terinci sampai dengan unit organisasi,
fungsi, program, kegiatan, dan. jenis belanja.”
Dalam kasus ini auggaran BLU PIP yang telah
diajukan dalam APBN tidak lengkap atau
belum rinci karena tidak meliputi alokasi,
jumlah, dan peruntukannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK
memuiuskan bahwa dana pembelian 7%
saham PT Newmont Nusa Tenggara harus
telah termuat sebagai rencara PIP yang telah
dibicarakan dan disetujui dalam pembahasan
RAPBN. Apabila anggaran untuk pembelian
tersebut belum atau tidak termuat dalam UU
APBN (dalam hal ini anggaran FIP), maka
anggaran tersebut dimasukkan dalam RUU
APBN tahun berikutnya atau-Pemerintah
melalui Menteri Keuangan (untuk dan
atas nama PIP) terlebih dahulu meminta
persetujuan DPR untuk penggunaan dana
PIP.

Menuriit Mahkamah Konstitusi, dana
investasi pemerintah (reguler) melalui PIP
pada APBN TA 2011 sebanyak Rp.1 triliun
tidak dapat serta merta digunakan oleh
pemerintah untuk pembelian saham PT.
Newmont Nusa Tenggara karena penggunaan

tersebut belum dibahas dan disetujui
bersama DPR. Pembahasan dan persetujuan
bersama tersebut, tidak berarti bahwa
terdapat persetujuan bertingkat atas AFBN.
Permbahasan dan persetujuan bersama DPR
diperlukan guna memastikan bahwa dana
tersebut digunakan secara tepat dengan resiko
bersama antara pemerintah dan DPR.

Penggunaan dana tersebut dapat dilakukan
tanpa persetujuan DPR, apabila digunakan
dalam rangka percepatan pembangunan
infrastruktur sesuai dengan maksud awal
pembentukan PIP sebagai BLU, seperti
program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP). Selama tidak ada
perencanaan penggunaan yang telah
termuat dalam APBN atau bukan investasi
dalam rangka mempercepat pembangunan
infrastruktur, penggunaan dana PIP harus
terlebih dulu memperoleh persetujuan DPR.

Demikian halnya dengan penggunaan
dana akumulasi hasil pendapatan PIP, Menteri
Keuangan sebagai Bendahara Negara tidak
serta merta dapat melakukan investasi dengan
menggunakan akumulasi pendapatan PiP
selain untuk infrastruktur atau selain untuk
program yang telah disepakati dengan DPR
dalam pembahasan APBN. Penggunaan dana
tersebut selain untuk infrastruktur atau selain
yang ditentukan dalam APBN hanya dapat
dilakukan dengan terlebih dahulu dibahas
dan disetujui DPR.

Menurut MK, penggunaan dana PIP
tanpa persetujuan DPR mengandung potensi
risiko kerugian yang besar yang berdampak
pada perekonomian nasional dan potensi
penyalahgunaan apabila akumulasi dana
PIP yang semakin besar jumlahnya dikelola
oleh Fresiden r.g. Menteri Keuangan tanpa
melibatkan DPR, walaupun pada sisi lain
DPR berwenang melakukan pengawasan.
Lain halnya jika PIP merupakan perusahaan
Negara yang kekayaannya dipisahkan dari
kekayaan negara. Dalam perkara 4 quo,
Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukii
yang meyakinkan bahwa dana pembelian 7%
saham PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut
telah dibicarakan dan disetujui oleh DPR
dalam UU APBN karena ternyata di dalam
UU APBN sendiri tidak menyebutkan secara
spesifik untuk investasi tersebut.
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APAKAH INVESTASI YANG DIKELOLA
PIP MEMILIKI RESIKO?

Secara umum, setiap bentuk usaha termasuk
investasi, memiliki risiko kerugian. Tinggi maupun
rendahnva tingkat risiko tergantung pada jemis
investasi vang dilakukan. Semakin tinggi potensi
tingkat pengembalian vang diharapkan maka
semakin tinggi pula potensi risiko yang harus
ditanggung (high risk high return).

Risiko merupakan kemungkinan menderita
kerugian (a chance of loss) Sebagaimana
dijabarkan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 191 /PMK.09 /2008
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di
Lingkungan Departemen Keuangan, risiko
merupakan segala sesuatu yang berdampak
negatif terhadap pencapaian tujuan yang
diukur berdasarkan kemungkinan dan
dampaknya.

Mengingat ruang lingkup investasi yang
dapat dilakukan oleh PIP terdiri atas investasi
surat berharga dan investasi langsung,
risiko yang mungkin ditimbulkan juga
tentu berkaitan dengan bentuk investasi
tersebut. Risiko investasi pada surat berharga
setidaknya terdapat 2 (dua) hal, pertama risiko
berkurangnya nilai surat berharga akibat
fluktuasi pasar, misalnya yang mengakibatkan
investasi tidak meniberikan keuntungan dan
risiko kedua adalah wangrestasi dari penerbit
surat berharga tersebut. Sementara itu,
risiko atas investasi Jangsung dapat berupa
wanprestasi dari debitor pencrima pinjaman
maupun risiko tidak diperolehnya dividen
atau keuntungan atas penyertaan nodal atau
bahkan hilangnya penyertaan modal akibat
tidak adanya sisa hasil likuidasi perusahaan.

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS RESIKO INVESTASI PIP?

Lantas, bagaimanakah pertanggungjawaban
hukumnya jika investasi yang dijalankan
oleh PIP terkena efek dari risiko investasi
tersebut? Pertama, untuk menentukan siapa
pihak yang bertanggung jawab atas investasi
vang dilaksanakan oleh PIP, perlu ditelusuri
mengenai datangnya kewenangan pada PIP.
Ridwan2? menyatakan bahwa mengetahui
sumber dan caramemperoleh wewenang organ

20 Ridwan HR. op.cit.: 105
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pemerintahan merupakan hal penting karena
berkenaan dengan pertanggungjawaban
hukum dalam penggunaan wewenang
tersebut, seiring dengan salah satu prinsip
dalam negara hukum, “geen bevoegdheid zonder
verantwoordelijkheid atau there is no authority
without responsibility” (tidak ada kewenangan
tanpa pertanggungjawaban).

Pemerintah memiliki kewenangan
melakukan investasi berdasar Pasal 41 UU
Perbendaharaan Negara. Pasal 7 ayat (2) huruf
h UU Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa Menteri Keuangan selaku BUN
berwenang menempatkan uang negara dan
mengelola/ menatausahakan investasi. PP No
1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
investasi pemerintah adalah penempatan
sejumlah dana dan/atau barang dalam
jangka panjang untuk investasi pembelian
surat berharga dan investasi langsung untuk
mempercleh manfaat ekonomi, sosial, dan/
atau manfaat lainnya. Kemudian, berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/
KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan
Investasi Pemerintah pada Departemen
Keuangan dibentuklah Pusat Investasi
Pemerintah (PIP). Mengingat bentuk PIP
adalah BLU, Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintahk No 23 Tahun 2005 menyatakan
bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja
kementerian nega1a/lcmbaga/pemerintah
daerah untuk tujuan pemberian layanan
umum yang pengclolaannya berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan oleh instansi
induk yang bersangkutan. Jadi, kewenangan
PIP berasal dari delegasi Menteri Keuangan.

Sebagai akibat atas delegasi kewenangan,
tanggun« jawab yuridis tidak lagi berada
pada pemberi delegasi (delegans), tetapi
beralih pada penerima delegasi (delegatoris) 2!
Jika semua syarat delegasi tersebut terpenuhi,
maka akan lebih mudah menentukan pihak
yang bertanggungjawab, mengingat atas
adanya pendelegasian kewenangan, Menteri
Keuangan tidak lagi bertanggungjawab
atas pengelolaan investasi pemerintah.
Adapun pihak yang harus bertanggungjawab
atas pengelolaan investasi pemerintah
adalah kepala PIP, selaku penerima delegasi
kewenangan dari Menteri Keuangan

21 [bid: 105
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sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20
angka (1) PP No 1 Tahun 2008 “Kepala/
Direktur Badan Investasi Pemerintah bertanggung
jawab atas pengelolaan dana dan barang yang
berada dalam kewenangannya kepada Menieri
Keuangan.”

Mengingat setiap kegiatan usaha memiliki
risiko, yang dalam hal ini usaha pengelolaan
investasi vang dijalankan oleh PIP memiliki
risiko penurunan nilai surat berharga dan
atau wanprestasi, untuk melindungi pimpinan
ataupun direksi suatu perusahaan dalam
mengambil keputusan bisnis, perlu diterapkan
perlindungan terhadap pimpinan maupun
direksi perusahaan baik melalui mekanisme
preventif, yaitu dengan menjalankan guidance
management risiko maupun mekanisme
represif yaitu business judgement rule. Upaya
penanggulangan risiko yang bersifat
preventif, yakni penerapan manajemen
risiko, diatur di dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan
Departemen Keuangan dimana setiap unit
Eselon I di Departemen Keuangan harus
menerapkan dan mengembangkan Manajemen
Risiko di lingkungan masing-masing.

Di sisi lain, upaya penanggulangan risiko
yang bersifat represif yakni dengan penerapan
busiress judgement rule. Black Law Dictionary??
menyatakan :

“business judgement rule (corporations) is the
presuniplion that in making business decisions
not involving direct self interest or self dealing,
corporate directors act on an inforined basis,
in good faith, and in the jionest belief that their
actions are in the corporation’s best interest. The
rule shields directors and officers from liability for
unprofittable or harmfull corpo,uie transactions
if the transactions were made in good faith, with
due care, and withing the directors or officers
authority.”

Berdasarkan doktrin Business Judgement Rule,
pimpinan ataupun Direksi suatu perusahaan
tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
atas kondisi merugi dalam pengelolaan usaha
manakala tindakan pimpinan atau direksi
tersebut bukan atas kepentingan direksi
pribadi, tindakan tersebut berbasis pada itikad

22 Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, Bryan A. Garner, St Paul,
Minn: West Group, 2000: 157-158

baik dan tindakan tersebut atas keyakinan
penuh demi kepentingan perusahaan.
Berdasarkan doktrin business judgement rule
diperlukan tolok ukur yang bersifat objektif
untuk menentukan kesalahan Kepala PIP
dalam pengelolaan investasi pemerintah yang
menimbulkan kerugian negara, yakni?3:
1. Bahwa proses pengambilan keputusan
Kepala PIP untuk melaksanakan investasi
pemerintah tidak boleh menyimpang
sebagaimana diatur dalam PMK No 178/
PMK.01/2008
Bahwa Kepala PIP daiam pengambilan
keputusan investasi serta menjalankan tugas
sehari-hari harus memperhatikan kewajiban
dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana diatur dalam PP No 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
3. Bahwa Kepala PIP dalam pengambilan
keputusan investasi serta menjalankan tugas
sehari-hari harus memperhatikan asas-asas
umum pemerintahan yang baik sebagaimana
diatur dalam UU No 28 Th 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN).

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008, salah satu sumber dana
investasi pemerintah adalah APBN. APBN
merupakan bagian dari keuangan negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
UU Keuangan Negara. Mengingat sumber
investasi pemerintah berasal dari APBN,
maka kerugian atas terjadinya risike investasi
yang dijalankan oleh PIP merupakan kerugian
negara. Keruglan negara sebagaimana
didefinisikan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun
2004 adalah kekurangan vang, surat berharga,
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

Atas adanya kerugian negara ini, baik UU
tentang Perbendaharaan Negara maupun
UU Keuangan Negara tidak mengenal
adanya business judgement rule. Hal ini secara
tegas dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1)
UU Keuangan Negara menyatakan bahwa

!\)

53 Moch. [zma Nur Choironi. Tesis Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab
Pengglola Investasi Pemerintah Atas Timbulnya Kerugian Negara.
Program Pasca Sarjana Magister Iimu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009: 118

144

JURNAL HUKUM BISNIS




“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bitkan
bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya baik langsung atau tidar langsung
yang merugikan keuangan Negara diwajibkan
mengganti kerugian dimaksud.” Kemudian
hal senada juga dinyatakan Pasal 59 ayat (2)
UU Perbendaharaan Negara yang berbunyi
“Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,
atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dibebankan kepadanya secara langsung
merugikan keuangan negara, wajib mengganti
kerugian tersebut.”

Belajar dari kasus divestasi saham PT
NNT, jika kedepan pemerintah sebelum
melakukan penyertaan modal secara langsung
ke suatu perusahaan meminta persetujuan
DPR terlebih dahulu dan jika DPR pun
turut serta menyetujui penyertaan modal
tersebut, kemudian setelah berjalannya
wakiu perusahaan penerima penyertaan
modal mengalami xegagalan usaha yang
mengakibatkan keuntungan atas penyertaan
modal tidak diperoleh, siapakah yang harus
bertanggung jawab? Atau jika atas penyertaan
langsung tersebut terjadi kerugian perseroan
sebagaimana diatur dalam piercing the corporate
veil Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seperti
misalnya pemegang saham perseroan terlibat
dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh perseroan sehingga terhaclap
pemegang saham perseroan tersebut dikenai
pertanggungjawaban tidak tak terbatas pada
saham yang dimiliki, lantas sejauh mana
pertanggungjawaban yang harus diberikan
oleh PIP selaku pemegang saham? Di sisi
lain, jika atas penyertaan langsung tersebut
PIP memiliki hak untuk menempatkan
Direksi atau Komisaris kemudian atas
kesalahan dalam pembuatan keputusan
yang telah diambil Direksi atau Kemisaris ini
mengakibatkan kerugian perseroan, lantas
sejauh mana batas pertanggungjawaban
Direksi atau Komisaris yang ditempatkan
PIP ini? Dalam hal ini PIP selaku pemegang
saham ataupun Direksi/Komisaris dapat
saja bertanggung jawab sampai tak terbatas
mengingat sumber dana PIP berasal dari
APBN, keuangan Negara yang tidak
dipisahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah
apakah pantas terhadap Kepala PIP yang telah
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bertindak sesuai kaidah pengelolaan investas,
dimintai pertanggungjawaban atas kerugian
Negara ini.

KESIMPULAN

Kewenangan investasi pemerintah
merupakan gagasan kreatif di mana
pemerintah dapat melakukan kegiatan
investasi dan keuntungan hasil investasi
tersebut dapat menembah kas keuangan
negara. Namun, operator investasi yang
bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
ini tidak tepat jika terhadapnya diberikan
bentuk sebagai Badan Layanan Umuin (BLU)
mengingat BLU memiliki semangat sebagai
badan yang mengutamakan pelayanan dan
bersifat non profit oriented. Selain itu pemberian
kewenangan terhadap BLU PIP oleh Menteri
Keuangan berdasar delegasi ternyata tidaklah
memenuhi semua syarat delegasi. Hal
ini berimbas secara teoretis bahwa BLU
PIP tidak dapat melakukan perbuatan
hukum. Selzain itu tidak terpenuhinya semua
persyaratan delegasi ini mengakibatkan
sulitnya menentukan pihak yang wajib
bertanggung jawab atas risiko investasi PIP. Di
sisi lain, mengingat ketentuan perundangan
yang berlaku di Indonesia tidak mengenal
prinsip business judgenient rule, tentu harus
ditentukan secara jelas pihak-pirak yang
waiib bertanggung jawab atas risiko investasi
PIP. Terlebih, belajar dari kasus divestasi
saham PT NNT, di mana rencana anggaran
PIP harus secara detail termuat dalam RAPBN
untuk disetujui DPR, semestinya ke depan
pihak yang bertanggung jawab atas risiko
investasi PIF tidaklah hanya kepala PIP.
Hal ini semata dalam hal ini PIP bukanlah
subiek hukum dan hanva subjek hukumlah
yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ditinjau dari sumber pendanaan, dana
PIP sebaiknya bersumber dari keuangan
negara yang dipisahkan, sehingga PIP dapat
melakukan kegiatan investasi dengan potensi
risiko yang bisa diminimalisasi, mengingat
pertanggungjawaban badan yang bersumber
dari keuangan negara yang dipisahkan adalah
terbatas. Dapat disimpulkan bahwa P1P selaku
operator investasi pemerintah belum memiliki
konstruksi hukum yang jelas. Oleh karenaitu,
pemerintah perlu segera memberikan bentuk
hukum yang jelas bagi keberlangsungan PIP.
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